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WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

bahwa untuk lebih mendukung tercapainya
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan
komitmen di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar
Lampung oleh karena itu dipandang perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Walikota
Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar
Lampung;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut
di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Bandar Lampung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3213);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
tentang Perubahan Nama Kotamadya  Daerah
Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3254);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG.



Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota
Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
(Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018
Nomor 26) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 2
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan
LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan

LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri
dari Penetapan Jabatan wajib LHKPN disesuaikan
dengan instansinya masing-masing :

Walikota Bandar Lampung;

Wakil Walikota Bandar Lampung;

Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
Pejabat Eselon II dan III ;

Kepala BUMD;

Pejabat Fungsional Auditor (JFA) Madya;
Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara
Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Madya,;
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan.
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Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tangal di undangkan
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto
HERMAN HN
Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto
BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 2



